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BAB IV 

PENENTUAN LOKASI PRIORITAS PENANGANAN 

BENCANA HIDROMETEORLOGI DAS JENEBERANG 

 

4.1. ABSTRACK 

DAS Jeneberang sangatlah penting, khususnya bagi masyarakat yang 
tinggal di Kabupaten Gowa (Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia), yang dapat 
menikmati berbagai manfaat yang dimilikinya. Longsor dan banjir terjadi setiap 
tahun di DAS Jeneberang, sehingga sangat penting untuk mengetahui dimana 
lokasi yang memiliki kerawanan dan kerentanan yang tinggi. Penelitian ini 
bertujuan untuk menentukan lokasi prioritas penanganan bencana 
hidrometeorologi pada wilayah sekitar DAS Jeneberang. Secara khusus, 
penelitian ini dilakukan pada kecamatan yang terletak di daerah aliran sungai 
Jeneberang. Data primer dikumpulkan dari wawancara yang mendalam dan 
kuesioner yang diisi oleh warga masyarakat, tokoh masyarakat, dan berbagai 
pemangku kepentingan, dan data sekunder diperoleh dari citra satelit Landsat 
tahun 2020, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, dan beberapa instansi 
pemerintah. Metode yang digunakan yaitu overlay atau tumpang susun peta yang 
berdasarkan data dari kerawanan longsor, kerentanan sosial dan kerentanan 
ekonomi, variabel dalam kerawanan longsor yaitu curah hujan, kemiringan 
lereng, jenis tanah, penggunaan lahan dan status kawasan hutan dan variabel 
untuk milihat kerentanan sosial ekonomi yaitu kepadatan penduduk, kelompok 
rentan seperti lansia, disabilitas dan anak dibawah usia 14 tahun, jarak jalingan 
jalan, pemukiman, persentase penduduk miskin dan luas lahan produktif 
kemudian pembobotan dan diolah menggunakan GIS (Sistem Informasi 
Geografis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel  yang paling 
berpengaruh dalam kerawanan longsor yaitu curah hujan kemudian kemiringan 
lereng dan untuk tingkat kerentanan sosial ekonomi dipengaruhi oleh kepadatan 
penduduk, kelompok rentan, jaringan jalan dan permukiman, persentase 
penduduk miskin, dan luas lahan produktif. Kecamatan yang menjadi prioritas 
penanganan risiko bencana hidrometeorologi dimana daerah yang paling luas 
dalam prioritas I yaitu Kecamatan Tinggimoncong dengan luasan 2103 ha 
kemudian Kecamatan bungaya dengan luas 1258 ha, Kecamatan Parigi 881 ha 
dan daerah yang menjadi prioritas II paling luas terdapat pada Kecamatan 
Bungaya dengan luas 1864 Ha, Kecamatan Manuju 912 ha, Kecamatan 
tinggimoncong 357 ha, Kecamatan Parigi 214 ha dan paling rendah Kecamatan 
Bontolempangan 102 Ha dan daerah yang masuk dalam prioritas III yaitu 
Kecamatan Bungaya yang paling luas yaitu 1939 Ha, Kecamatan Tinggimoncong 
948 ha, Kecamatan Manuju 916 ha. Kajian ini dapat membantu pengambil 
kebijakan untuk merumuskan strategi yang tepat terkait mitigasi bencana 
hidrometeorolgi sekaligus meningkatkan ketahanan, kapasitas dan 
kesiapsiagaan terhadap bencana . 

Kata kunci: Kerentanan sosial, Kerentanan Ekonomi, Kerawanan Longsor, 
Daerah Prioritas penanganan, Bencana Hidrometeorologi, DAS Jeneberang 
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4.2. PENDAHULUAN 

Pengelolaan DAS adalah pengelolaan berbagai kegiatan ekonomi dan 

sosial dalam satuan geografis yang terbentuk sebagai hasil hubungan air, 

dengan tujuan mencapai pembangunan berkelanjutan ekosistem dan 

masyarakat (Arifah et al., 2022) . Perubahan iklim sangat mempengaruhi 

kehidupan masyarakat, terutama masyarakat pertanian yang tinggal di sekitar 

daerah aliran sungai. Dampak terhadap masyarakat dan komunitas ini akan 

meningkat karena bahaya terkait cuaca yang lebih ekstrem, seperti banjir dan 

tanah longsor (Taye, 2021) . 

Kerentanan DAS dapat diidentifikasi dengan menggunakan teknologi 

Sistem Informasi Geografis (SIG) (Desalegn dan Mulu, 2021) . Kerentanan 

adalah sejauh mana suatu sistem, sub-sistem, atau komponen suatu sistem akan 

mengalami kerugian akibat adanya bahaya (Ackerl et al., 2023) . Namun 

kerentanan tidak hanya ditentukan oleh paparan terhadap gangguan atau 

tekanan, namun juga oleh sensitivitas dan ketahanan sistem yang mengalami 

risiko (IPCC, 2022) . Potensi kerentanan sistem sosial ekonomi masyarakat 

pegunungan lebih tinggi karena berbagai kendala, seperti kurangnya fasilitas, 

akses jalan, dan pendidikan (Alsabhan et al., 2022) . Secara global, banyak 

penelitian telah dilakukan mengenai kerentanan wilayah DAS (misalnya, Ahn dan 

Kim, 2019; Arriagada et al., 2019; Efiong et al., 2021; Chan et al., 2022), dengan 

beberapa penelitian berfokus pada kerentanan wilayah DAS. Beberapa 

penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan pada DAS Jeneberang di 

Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia (Abdullah et al. , 2003; 

Barkey et al., 2019; Arfadly et al., 2023). 

Kerentanan sosial ekonomi masyarakat akan meningkat seiring dengan 

meningkatnya risiko banjir dan kekeringan global (IPCC, 2022), namun kita hanya 

mengetahui sedikit mengenai kerentanan pada skala rumah tangga akibat 

kurangnya akses dan informasi. Mengatasi kesenjangan ini akan membantu 

pemerintah mengambil keputusan yang tepat dalam mitigasi risiko (Rincón et al 

., 2018) dan menerapkan kebijakan adaptasi (Arifah et al., 2022). 

Kajian tingkat kerentanan dilakukan untuk mengurangi tingkat kerugian 

penduduk yang terpapar akibat terjadinya bencana, sehingga pada saat 

terjadinya bencana pemerintah dapat menentukan kawasan yang menjadi 

prioritas penanganan mitigasi bencana. Kerentanan dapat di bagi menjadi 

kerentanan fisik, kerentanan sosial, kerentanan ekonomi dan kerentanan 

lingkungan. Kerentanan merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau 

masyarakat yang mengarah pada penurunan ketahanan akibat pengaruh 

eksternal yang mengancam kehidupan, mata pencaharian, sumber daya alam, 

infrastruktur, produktifitas ekonomi dan kesejahteraan. Hubungan ini 

menghasilkan suatu kondisi resiko, dimana semakin tinggi tingkat kerentanan 
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suatu bencana maka semakin tinggi juga resiko yang diakibatkan oleh bencana 

yang terjadi (Arief 2015, BNPB,2012) 

Penelitian ini menggunakan metode overlay atau tumpang susun dimana 

prosesnya beberapa peta ditumpang susun sehingga mendapatkan informasi 

yang baru yang diinginkan kemudian melakukan buffering atau zonasi. Data 

spasial dan non-spasial digunakan untuk menganalisis kerentanan dalam 

berbagai skenario (Richardson dan Amankwatia, 2019; Neissi et al ., 2020) . 

Kemudian, penelitian ini menentukan tingkat kerentanan di DAS Jeneberang 

dengan menggunakan GIS dan mengusulkan strategi penanggulangan 

berdasarkan tingkat kerentanan di berbagai wilayah. Selain itu, dengan 

menganalisis tingkat kerentanan, dapat dipastikan wilayah mana yang perlu 

dipertahankan (stabil) dan wilayah mana yang perlu dipertahankan (stabil) dan 

yang perlu dipulihkan (Nguyen dan Liou, 2019) . Kajian kerentanan lingkungan 

sangat penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (El Jazouli et al., 

2019; Jamshidi et al., 2019; Wang et al., 2021). Penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan lokasi prioritas penanganan bencana hidrometeorologi pada wilayah 

sekitar DAS Jeneberang 

4.3. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah overlay peta kerawanan lonsor dan kerentanan 

sosial ekonomi sebagaimana yang telah diperoleh pada penelitian yang telah 

dijelaskan sebelumnya pada Bab II dan Bab III. 

4.3.1. Penentuan Lokasi Prioritas 

Menentukan lokasi prioritas penanganan dengan melakukan pemetaan 

kerawanan longsor yang didasari dari berbagai variabel yaitu kemiringan lereng, 

curah hujan, kawasan hutan, penggunaan lahan, dan jenis tanah kemudian 

melakukan penilaian kerentanan sosial yang terdiri dari beberapa variabel seperti 

kepadatan penduduk, berbagai kelompok rentan seperti lansia, disabilitas dan 

anak usia 0-14 tahun, setelah itu jarak  jaringan jalan dan pemukiman, sedangkan 

variabel untuk kerentanan ekonomi yaitu persentase penduduk miskin dan luas 

lahan produktif yang dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Deskripsi variabel kerentanan sosial dan kerentanan ekonomi  

Variabel Keterangan Referensi 

Kerentanan 

sosial 
Kepadatan penduduk 

Semakin tinggi kepadatan 

penduduk maka semakin 

tinggi pula kerentanannya. 

Nguyen dkk. (2016); 

Pandey dkk. (2017); 

Nguyen dan Liou 

(2019) 
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Kelompok 

rentan 

Orang 

cacat 

Semakin tinggi jumlah 

penyandang disabilitas, 

semakin tinggi pula 

kerentanannya. 

Nguyen dkk. (2016); 

Nguyen dan Liou 

(2019); Nguyen dkk. 

(2019) 

Orang 

lanjut usia 

( di atas 65 

tahun ) 

Semakin tinggi jumlah 

penduduk lanjut usia maka 

semakin tinggi pula tingkat 

kerentanannya. 

Nguyen dkk. (2016); 

Nguyen dan Liou 

(2019) 

Kaum 

muda (0–

14 tahun) 

Semakin tinggi jumlah 

generasi muda, semakin 

tinggi pula kerentanannya. 

Nguyen dkk. (2016); 

Nguyen dan Liou 

(2019) 

Jaringan jalan dan 

pemukiman 

Semakin dekat jarak DAS 

dengan pemukiman, maka 

semakin tinggi pula 

kerentanannya. 

Nguyen dkk. (2016); 

Pandey dkk. (2017); 

Nguyen dan Liou 

(2019) 

Kerentanan 

ekonomi 

Persentase penduduk 

miskin 

Semakin tinggi persentase 

penduduk miskin maka 

semakin tinggi pula 

kerentanannya. 

Pandey dkk. (2017); 

Raufirad dkk. 

(2018) 

Luas lahan produktif 

Semakin produktif luas lahan 

maka semakin tinggi pula 

kerentanannya. 

Nguyen dkk. (2016); 

Soma dan Kubota 

(2018) 

 

1. Jika suatu lokasi mempunyai tingkat kerawanan longsor yang tinggi dan 

tingkat kerentanan yang tinggi. Daerah yang masuk dalam kategori ini adalah 

Sebagian Kecamatan A, Kecamatan B, dst.  

2. Jika suatu lokasi mempunyai tingkat kerawanan longsor yang tinggi dan 

tingkat kerentanan yang sedang. Daerah yang masuk dalam kategori ini 

adalah Sebagian Kecamatan A, Kecamatan B, dst. 

3. Jika suatu lokasi mempunyai tingkat kerawanan longsor yang sedang dan 

tingkat kerentanan yang tinggi. Daerah yang masuk dalam kategori ini adalah 

Sebagian Kecamatan A, Kecamatan B, dst. 

4. Jika suatu lokasi mempunyai tingkat kerawanan longsor yang tinggi dan 

tingkat kerentanan yang rendah. Daerah yang masuk dalam kategori ini 

adalah Sebagian Kecamatan A, Kecamatan B, dst. 

5. Jika suatu lokasi mempunyai tingkat kerawanan longsor yang rendah dan 

tingkat kerentanan yang tinggi. Daerah yang masuk dalam kategori ini adalah 

Sebagian Kecamatan A, Kecamatan B, dst. 
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6. Jika suatu lokasi mempunyai tingkat kerawanan longsor dan tingkat 

kerentanan yang sedang. Daerah yang masuk dalam kategori ini adalah 

Sebagian Kecamatan A, Kecamatan B 

7. Jika suatu lokasi mempunyai tingkat kerawanan longsor yang sedang dan 

tingkat kerentanan yang rendah. Daerah yang masuk dalam kategori ini 

adalah Sebagian Kecamatan A, Kecamatan B, dst. 

8. Jika suatu lokasi mempunyai tingkat kerawanan longsor yang rendah dan 

tingkat kerentanan yang sedang. Daerah yang masuk dalam kategori ini 

adalah Sebagian Kecamatan A, Kecamatan B, dst. 

9. Jika suatu lokasi mempunyai tingkat kerawanan longsor dan tingkat 

kerentanan yang rendah. Daerah yang masuk dalam kategori ini adalah 

Sebagian Kecamatan A, Kecamatan B, dst. 

 

Tabel 4.2.  Tingkat Risiko Bencana Hidrometeorologi di DAS Jeneberang. 

 

Setelah diperoleh tingkat risiko bencana hidrometeorologi di DAS 

Jeneberang yang dapat dilihat pada tabel 4.2 kemudian menentukan lokasi 

prioritas, dimana dalam menentukan lokasi prioritas berdasar dari tingkat risiko. 

Prioritas dikelompokkan menjadi 3 daerah prioritas berdasarkan tingkat 

kerawanan dan kerentanan pada DAS Jeneberang yaitu prioritas I, prioritas II 

dan prioritas III yang dapat dilihat pada tabel 4.3 dan gambar 4.1  

Tabel 4.3.  Penentuan Tingkat Prioritas di DAS Jeneberang 

 KERENTANAN 

KERAWANAN 

PRIORITAS RENDAH SEDANG TINGGI 

RENDAH III III II 

SEDANG III II I 

TINGGI II I I 

 KERENTANAN 

KERAWANAN 

RISIKO RENDAH SEDANG TINGGI 

RENDAH 9 7 5 

SEDANG 8 6 3 

TINGGI 4 2 1 
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1. Prioritas I yaitu, daerah yang mempunyai tingkat kerawanan longsor yang 

tinggi dan tingkat kerentanan yang tinggi dimana dalam tabel risiko 

mempunyai simbol 1,2, dan 3 

2. Prioritas II yaitu daerah mempunyai tingkat kerawanan longsor yang sedang 

dan tingkat kerentanan yang sedang. Daerah yang masuk dalam kategori 

dalam tabel risiko mempunyai simbol 4, 5, dan 6 

3. Prioritas III yaitu daerah mempunyai tingkat kerawanan longsor yang sedang 

dan tingkat kerentanan yang rendah. Jika suatu lokasi mempunyai tingkat 

kerawanan longsor dan tingkat kerentanan yang rendah. Daerah yang masuk 

dalam kategori dalam tabel risiko mempunyai simbol 7, 8, dan 9. 

4.4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penentuan lokasi prioritas dengan melakukan pemetaan kerawanan 

longsor kemudian melakukan peniaian terhadap kerentanan sosial dan ekonomi 

merupakan hal yang penting dalam mitigasi bencana. Proses penentuan lokasi 

prioritas ini didasari oleh beberapa variabel yang mencakup kemiringan lereng, 

curah hujan, penggunaan tanah dan tutupan lahan. Penilaian kerentanan sosial 

didasari oleh variabel yang mencakup kepadatan penduduk, kelompok rentan 

dan jaringan pemukiman. Penilaian kerentanan ekonomi mencakup presentase 

penduduk miskin dan luas lahan produktif. Sehingga nilai dari semua variabel 

diatas baik itu peta kerawanan longsor maupun tingkat kerentanan sosial dan 

ekonomi dapat diperoleh peta risiko bencana hidrometologi di DAS Jeneberang. 

Peta ini menunjukkan daerah dengan risiko tinggi yang harus menjadi prioritas 

dalam penanganan dan mitigasi bencana. 

Peta ini dapat digunakan pemerintah dan lembaga terkait ataupun 

masyarakat dalam merencanakan penanganan dan mitigasi bencana yang efektif 

seperti penentuan lokasi penanggulangan bencana, pembangunan penahan 

longsor, reboisasi atau penanaman kembali tanaman pada lahan yang kosong, 

serta penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan 

respon dan kesiapsiagaan terhadap bahaya bencana. 

Dari hasil overlay diperoleh tingkat risiko bencana hidrometeorologi di DAS 

Jeneberang yang dapat dilihat pada Gambar 4.1 
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Gambar 4.1. Sebaran secara spasial kecamatan prioritas pada DAS 

Jeneberang. 

Dari hasil pemetaan risiko bencana hidrometeorologi di DAS Jeneberaang 

selanjutnya menentukan lokasi prioritas penanganan berdasarkan tingkat risiko 

yang telah di identifikasi diatas. Lokasi ini kemudian dikelompokkan menjadi tiga 

kategori prioritas yaitu prioritas I, prioritas II dan Prioritas III berdasarkan tingkat 

kerawanan dan kerentanan yang dihasilkan oleh analisis overlay diatas. 

Dapat dilihat bahwa kecamatan yang menjadi prioritas penanganan risiko 

bencana hidrometeorologi dimana daerah yang paling luas dalam prioritas I yaitu 

Kecamatan Tinggimoncong dengan luasan 2103 ha kemudian Kecamatan 

bungaya dengan luas 1258 ha, Kecamatan Parigi 881 ha. Daerah pada lokasi 

prioritas pertama memerlukan penanganan segera karena kombinasi dari faktor 

fisik dan sosial ekonomi yang membuat wilayah ini rentan terhadap bahaya 

longsor.  



53 
 

 
 

Daerah yang menjadi prioritas II paling luas terdapat pada Kecamatan 

Bungaya dengan luas 1864 Ha, Kecamatan Manuju 912 ha, Kecamatan 

tinggimoncong 357 ha, Kecamatan Parigi 214 ha dan paling rendah Kecamatan 

Bontolempangan 102 Ha. Wilayah ini memerlukan perhatian dan tindakan 

pencegahan untuk mengurangi risiko bencana dan meminimalisir dampak dari 

bencana yang bias timbul. 

Daerah yang masuk dalam prioritas III yaitu Kecamatan Bungaya yang 

paling luas yaitu 1939 Ha, Kecamatan Tinggimoncong 948 Ha, Kecamatan 

Manuju 916 Ha daerah pada prioritas ini memerlukan langkah langkah yang 

preventif untuk menjaga kondisi agar bias mengurangi dampak bencana yang 

lebih besar lagi dimana skala prioritas dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4. Kecamatan yang menjadi prioritas berdasarkan tingkat risiko 

bencana hidrometeorologi. 

Dengan klasifikasi ini lokasi prioritas dari hasil hasil overlay dan pemetaan 

risiko tingkat kerawanan dan kerentanan dapat dirancang langkah- langkah atau 

tindakan mitigasi yang dapat dilakukan sesuai dengan tingkatan lokasi prioritas 

masing- masing wilayah kecamatan yang berada dalam peta risiko diatas. 

Adapun rekomendasi dari penelitian ini yang bisa di implementasikan oleh 

pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana sesuai dengan 

lokasi prioritas yang ada yaitu:  

Prioritas I: Reboisasi atau penanaman kembali pohon pada lahan yang 

kosong, pembangunan penahan longsor, relokasi penduduk pada daerah sangat 

rawan longsor serta pendidikan dan pelatihan mengenai tanggap bencana serta 

pemahaman akan pentingnya menjaga dan merawat hutan. 

6 

1258

569

53

881

2103

102 

1,864 

912 

303 214 
357 152 

1,939 

916 

181 

612 

948 

Prioritas I Prioritas II Prioritas III



54 
 

 
 

Prioritas II; Penanganan dan pemeliharaan infrastruktur yang ada, serta 

peninjauan kembali pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Program 

konservasi tanah dan air sebagai pemulihan atas dampak yang ditimbulkan dari 

bencana yang ada. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi 

bencana. 

Prioritas III: Penyuluhan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk mengurangi resiko bencana. 

Pemeliharaan ekosistem hutan dan lingkungan. Evaluasi dan pemantauan 

terhadap pembangunan yang tidak ramah lingkungan. 

Dengan penentuan lokasi prioritas ini diharapkan penanganan bencana 

hidrometeorologi di DAS Jeneberang dapat dilakukan secara efektif, efisien dan 

berkelanjutan sehingga dapat mengurangi risiko bencana dan dampak dari 

bencana dapat di minimalisir.  
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BAB V 

PEMBAHASAN UMUM 

 

DAS Jeneberang, merupakan salah satu daerah aliran sungai yang sangat 

penting di Sulawesi Selatan yang kerap menghadapi tantangan alam berupa 

banjir, kekeringan, dan tanah longsor yang berpotensi merugikan. Karena 

letaknya di dataran tinggi dengan curah hujan tinggi, DAS Jeneberang rentan 

mengalami banjir bandang yang dapat memicu longsor di lereng-lereng curam. 

Selain itu, musim kemarau panjang juga berisiko menyebabkan kekeringan parah 

hingga kebakaran hutan. Tanah longsor paling sering terjadi di wilayah hulu DAS 

yang bergunung-gunung, di mana hutan gundul akibat penebangan liar dan 

ladang berpindah telah merusak lapisan tanah. Tanah longsor juga kerap terpicu 

di wilayah pemukiman padat penduduk yang berada di lereng curam Potensi 

banjir, kekeringan dan tanah longsor yang sering terjadi pada DAS Jeneberang 

sehingga dalam penelitian ini ingin mengetahui penyebab dan dilokasi mana 

yang sering terjadi tanah longsor. 

Secara spasial tingkat kerawanan longsor yang tinggi di DAS Jeneberang 

sebagian besar berada di Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Parigi dan 

sebagian di wilayah Kecamatan Bungaya dan Kecamatan Manuju. Hal ini 

dikarenakan sebagian besar wilayah ini berada pada lereng terjal dengan curah 

hujan yang tinggi. Sedangkan tingkat bahaya sedang juga terkonsentrasi di 

Kecamatan Bungaya dan Kecamatan Manuju. 

Ada beberapa kerentanan yang dapat dilihat dalam suatu DAS, selain dari 

hidrologi, biofisik lahan, topografi ada juga sosial ekonomi. Untuk melihat tingkat 

kerentanan social ekonomi maka yang menjadi kajiannya adalah masyarakat 

atau populasi dalam daerah aliran sungai, sehingga merupakan suatu konsep 

kajian yang sangat penting, bagaimana suatu masyarakat dapat merespon atau 

beradaptasi dari suatau risiko, bahaya atau tekanan baik karena bencana alam 

atau perubahan iklim. 

Fokus penelitian pertama ini adalah meminimalkan kerugian akibat 

kerawanan longsor dengan menggunakan integrasi metode AHP dan MCE yang 

kemudian menghasilkan beberapa skenario berdasarkan beberapa faktor 

pembatas yang dilakukan di wilayah DAS Jeneberang. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa parameter curah hujan memiliki bobot paling tinggi dalam 

menentukan tingkat kerawanan longsor dengan nilai 0,327, kemudian kemiringan 

lereng 0.3, penggunaan lahan 0,2, status hutan 0,09 dan jenis tanah 0,07 untuk 

hasil analisis MCE tingkat kerawanan longsor 18,829ha. atau 18% dari luas DAS 

Jeneberang yang tergolong tingkat bahaya tinggi. Skenario optimis dapat 

menurunkan tingkat kerawanan tinggi sebesar 9,14%, skenario sedang 8,72%, 

sedangkan pada skenario pesimis efektif menurunkan tingkat kerawanan tinggi 

sebesar 3,65% dengan peningkatan lahan hutan sebesar 25%. 
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Penelitian yang kedua bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan 

sosial, ekonomi, dan sosial ekonomi di wilayah yang terdapat pada DAS 

Jeneberang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kerentanan sosial yang 

tinggi dengan bobot 4 yang dipengaruhi oleh kepadatan penduduk yaitu 

kecamatan Somba opu dengan penduduk 56,19 jiwa/hm2, Kecamatan Pallangga 

26,69 jiwa/hm2 dan Kecamatan Barombong 22,29 jiwa/hm2. Populasi penting 

dalam setiap penilaian kerentanan karena mereka menentukan dampaknya 

terhadap lingkungan. Jumlah penduduk yang lebih besar dan kepadatan 

penduduk yang lebih tinggi cenderung memberikan tekanan yang lebih besar 

terhadap lahan dan lingkungan, yang pada gilirannya menyebabkan kerentanan 

yang lebih besar (Nguyen dan Liou, 2019) . 

Kecamatan Barombong, Kecamatan Pallangga, dan Kecamatan Somba 

Opu mempunyai tingkat kerentanan penduduk yang tinggi karena mempunyai 

kepadatan penduduk lebih dari 22 jiwa/hm2 dan struktur perekonomiannya 

didominasi oleh industri. Kepadatan penduduk yang lebih tinggi dan struktur 

ekonomi berbasis industri merupakan indikator paling penting dari kerentanan 

penduduk (Nguyen dkk., 2016) . Selain itu, Kecamatan Bontolempangan, 

Kecamatan Bungaya, Kecamatan Manuju, Kecamatan Parangloe, Kecamatan 

Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, dan Kecamatan Tombolo Pao yang struktur 

perekonomiannya didominasi oleh sektor pertanian dapat tergolong dalam 

tingkat kerentanan penduduk sedang, dan hanya Kecamatan Bontomarannu 

yang memiliki tingkat kerentanan penduduk rendah karena rendahnya kepadatan 

penduduk dan industri. struktur ekonomi berbasis. Secara keseluruhan DAS 

Jeneberang mempunyai tingkat kerentanan penduduk sedang 

Kepadatan penduduk, kelompok rentan (penyandang disabilitas, lanjut 

usia, dan generasi muda), serta jaringan jalan dan permukiman merupakan 

variabel-variabel yang mempengaruhi kerentanan sosial. Semakin tinggi 

kepadatan penduduk maka semakin besar pula kemungkinan timbulnya korban 

jiwa dan harta benda pada suatu peristiwa bencana, sehingga membahayakan 

kelangsungan hidup masyarakat. Kelompok rentan juga sangat rentan ketika 

terjadi bencana dan proses evakuasi karena kemampuan mitigasi mereka sangat 

rendah. 

Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Somba Opu memiliki tingkat 

kerentanan sosial tinggi yang dipengaruhi oleh kepadatan penduduk tinggi 

sehingga memberikan tekanan lebih besar terhadap lingkungan masyarakat. 

Demikian pula, besarnya jumlah kelompok rentan ditambah dengan semakin 

panjangnya jaringan jalan di Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Somba Opu 

tentunya mempengaruhi prosedur evakuasi ketika terjadi bencana dan 

meningkatkan jumlah masyarakat yang terkena dampak buruk. 
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Kerentanan ekonomi DAS Jeneberang dapat direpresentasikan melalui 

persentase penduduk miskin dan luas lahan produktif. Hal ini karena kemiskinan 

merupakan hambatan yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan 

meningkatkan kesulitan dalam merespons bencana. Oleh karena itu, kondisi 

keuangan masyarakat juga akan berdampak pada proses evakuasi pada saat 

krisis dan kemampuannya untuk bertahan dan berkembang setelahnya. 

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat kerentanan 

ekonomi tertinggi terkonsentrasi di Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bungaya, 

Kecamatan Manuju, dan Kecamatan Pallangga. Temuan ini disebabkan oleh 

tingginya persentase penduduk miskin di kecamatan - kecamatan tersebut, yaitu 

11,00%–17,00% dari total penduduk. Hal ini tentu menyebabkan tingkat 

kerentanan ekonomi yang tinggi. Masyarakat dengan jumlah masyarakat 

berpendapatan rendah yang lebih banyak relatif kurang mampu menghadapi 

bencana, bukan karena mereka tidak bersedia, melainkan karena mereka tidak 

mampu membiayainya. Kecamatan Pallangga mempunyai persentase penduduk 

miskin yang rendah (8,00%), namun mempunyai luas lahan produktif yang tinggi. 

Oleh karena itu, kerentanan ekonomi Kecamatan Pallangga berada pada tingkat 

kerentanan ekonomi tinggi, sedangkan Kecamatan Parigi , Kecamatan Somba 

Opu, dan Kecamatan Tinggimoncong berada pada tingkat kerentanan ekonomi 

rendah. 

Analisis kerentanan sosial ekonomi di DAS Jeneberang menunjukkan 

bahwa variabel tertentu seperti kepadatan penduduk, kelompok rentan, jaringan 

jalan dan pemukiman, persentase penduduk miskin, dan luas lahan produktif, 

sangat mempengaruhi kerentanan sosial ekonomi  

Kecamatan Pallangga mempunyai tingkat kerentanan sosial ekonomi yang 

tinggi dengan persentase kerentanan sebesar 78,00%, disusul Kecamatan 

Bajeng dan Kecamatan Somba Opu dengan persentase kerentanan sebesar 

67,00%. Peringkat ini dapat dijelaskan oleh nilai kepadatan penduduk, kelompok 

rentan, jaringan jalan dan pemukiman, persentase penduduk miskin, dan luas 

lahan produktif yang relatif lebih besar (Nguyen et al., 2016) . Tingkat kerentanan 

sosial ekonomi sedang terdapat di Kecamatan Bungaya, Parangloe, dan 

Tombolo Pao, sedangkan Kecamatan Parigi, Kecamatan Bontolempangan, 

Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Barombong, Kecamatan Manuju, dan 

Kecamatan Tinggimoncong mempunyai tingkat kerentanan sosial ekonomi 

rendah . Persentase kerentanan Kecamatan Parigi paling rendah yaitu sebesar 

33,00%. Tabel 3.10 juga menunjukkan bahwa rata-rata persentase kerentanan 

sosial ekonomi 12 kabupaten di DAS Jeneberang sebesar 50,92% dan wilayah 

studi berada pada tingkat kerentanan sedang. 

Penelitian ketiga bertujuan menentukan lokasi berdasarkan prioritas 

penanganan, terdapat beberapa kecamatan yang menjadi prioritas penanganan 
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risiko bencana hidrometeorologi dimana daerah yang paling luas dalam prioritas 

I yaitu Kecamatan Tinggimoncong dengan luasan 2103 ha kemudian Kecamatan 

bungaya dengan luas 1258 ha, Kecamatan Parigi 881 ha. Daerah pada lokasi 

prioritas pertama memerlukan perhatian terkait dengan peningkatan kapasitas 

masyarakat karena kombinasi dari faktor fisik dan sosial ekonomi yang membuat 

wilayah ini rentan terhadap bahaya longsor.  

Daerah yang menjadi prioritas II paling luas terdapat pada Kecamatan 

Bungaya dengan luas 1864 Ha, Kecamatan Manuju 912 ha, Kecamatan 

tinggimoncong 357 ha, Kecamatan Parigi 214 ha dan paling rendah Kecamatan 

Bontolempangan 102 Ha dan prioritas III yaitu Kecamatan Bungaya yang paling 

luas yaitu 1939 Ha dan juga terdapat Kecamatan Tinggimoncong dengan luas 

948 Ha. Wilayah ini memerlukan perhatian dan tindakan pencegahan untuk 

mengurangi risiko bencana sehingga dapat meminimalisir dampak dari bencana 

yang dapat timbul. 
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BAB VI 

 KESIMPULAN UMUM 

 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerawanan longsor di DAS Jeneberang 

tergolong tingkat kerawanan tinggi dengan persentase 18% dari seluruh luas 

DAS Jeneberang. Variabel yang sangat mempengaruhi kerawanan longsor yaitu 

curah hujan dengan bobot 0,327 sehingga berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan maka skenario yang paling efektif digunakan untuk mengurangi 

tingkat bahaya longsor yaitu optimis skenario yang berarti dengan meningkatkan 

luas lahan hutan 25% diproyeksi dapat mengurangi 9,14% tingkat bahaya tinggi 

dan 8,72% tingkat bahaya sedang. 

Hasil penelitian terkait kerentanan sosial dan kerentanan ekonomi 

menunjukkan bahwa variabel sosial ekonomi terbukti berpengaruh terhadap 

tingkat kerentanan pada kecamatan di wilayah DAS Jeneberang. Oleh karena 

itu, pengelolaan DAS yang berkelanjutan harus fokus pada aspek-aspek 

tersebut. Studi ini menunjukkan bahwa rata-rata persentase kerentanan pada 

masyarakat yang tinggal pada 12 kecamatan sekitar wilayah DAS Jeneberang 

adalah sebesar 50,92%. Kecamatan Pallangga mempunyai tingkat kerentanan 

sosial ekonomi tertinggi dengan persentase 78,00% dan Kecamatan Parigi 

terendah dengan persentase 33,00%. Tingkat kerentanan yang terdapat di DAS 

Jeneberang ini terutama dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, kelompok rentan 

(penyandang disabilitas, lanjut usia, dan balita), jaringan jalan dan pemukiman, 

persentase penduduk miskin, dan luas lahan produktif. 

Kecamatan pada DAS Jeneberang yang menjadi prioritas penanganan 

yaitu Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Parigi, Kecamatan Parangloe, 

Kecamatan Manuju, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Bontolempangan, dan 

Kecamatan Bontomarannu. Prioritas I yaitu Kecamatan Tinggimoncong 

mempunyai daerah paling luas yaitu 2103 Ha dan Kecamatan Bontolempangan 

paling sedikit dengan luasan 6 Ha. Prioritas II yaitu Kecamatan Bungaya 

kemudian Kecamatan Manuju dengan masing-masing luasan 1864 Ha dan 912 

Ha. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, kita perlu lebih fokus pada kelompok 

rentan yaitu kelompok lansia, disabilitas dan balita. Studi ini merekomendasikan 

agar metode dan tindakan pencegahan bencana, mitigasi, dan manajemen 

darurat harus dipopulerkan di kalangan lansia, ibu yang memiliki anak di bawah 

5 tahun, dan wanita hamil melalui pertemuan masyarakat lokal dan kelompok 

fokus (Arifah dkk. , 2022). Tentu saja, implementasi rekomendasi-rekomendasi 

ini memerlukan pengorganisasian dan koordinasi yang aktif dari pemangku 

kepentingan lokal atau anggota masyarakat. Selain itu, pengumpulan data 

mengenai penyandang disabilitas lokal merupakan prioritas lain yang 
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menentukan apakah kerentanan secara keseluruhan dapat dikurangi atau tidak 

(BNPB, 2008). 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyempurnakan program 

pemerintah terkait mitigasi bencana hidrometeorologi di sekitar Das khiususnya 

Das Jeneberang. Mitigasi bencana hidrometeorologi dapat efektif dengan 

mempertahankan fungsi kawasan lindung dan memperhatikan pola penggunaan 

lahan, khususnya dalam pengembangan lahan pemukiman, lahan industri, dan 

lahan pertanian. (Soma dan Kubota, 2018).  

Beberapa rekomendasi penelitian yang dapat dilakukan yaitu kolaborasi 

pentahelix dalam pembangunan berkelanjutan dan sumber daya lahan dalam 

perlindungan lingkungan dan peningkatan kapasitas masyarakat terkait 

pengelolaan Das dan mitigasi bencana.  
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